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Abstract 

Supervision of social assistance programs is highly urgent because these programs are vulnerable to 
irregularities, such as maladministration and abuse of authority, which can hinder the achievement of program 
objectives. Previous studies have discussed the mechanism of supervision of social assistance programs, but not 
many have specifically discussed the role of APIP in the context of local government, especially in Tuban Regency. 
This gap is the main reason for raising this issue as the focus of the study, with the aim of evaluating the role of 
APIP in supervising social assistance programs, identifying obstacles faced, and assessing the effectiveness of the 
supervision carried out. This study uses a descriptive qualitative approach with a locus at the Tuban Regency 
Inspectorate. Data were collected through in-depth interviews, analysis of official documents, and direct 
observation of the supervision process. This study found that although APIP plays an active role in supervising 
social assistance programs, there are significant obstacles in the form of limited human resources, lack of 
technical capacity, and weak coordination with related agencies. However, efforts such as the use of information 
technology and technical training have begun to be implemented to improve the effectiveness of supervision. 
These findings provide new contributions to understanding the role of APIP in the context of local supervision, 
especially in social assistance programs. This study recommends increasing the capacity of APIP human resources 
through continuous training, strengthening cross-sector coordination, and optimizing information technology in 
the supervision process. 

Keywords: supervisory role; social assistance; regional inspectorate; accountability 

Abstrak 

Pengawasan terhadap program bantuan sosial memiliki urgensi tinggi karena program ini rentan terhadap 
penyimpangan, seperti maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang, yang dapat menghambat pencapaian 
tujuan program. Penelitian sebelumnya telah membahas mekanisme pengawasan program bantuan sosial, 
namun belum banyak yang secara spesifik membahas peran APIP dalam konteks pemerintahan daerah, terutama 
di Kabupaten Tuban. Kesenjangan ini menjadi alasan utama untuk mengangkat isu ini sebagai fokus penelitian, 
dengan tujuan mengevaluasi peran APIP dalam mengawasi program bantuan sosial, mengidentifikasi kendala 
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yang dihadapi, dan menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif deskriptif dengan lokus di Inspektorat Kabupaten Tuban. Data dikumpulkan melalui wawancara 
mendalam, analisis dokumen resmi, dan observasi langsung terhadap proses pengawasan. Penelitian ini 
menemukan bahwa meskipun APIP berperan aktif dalam pengawasan program bantuan sosial, terdapat kendala 
signifikan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kapasitas teknis, serta lemahnya koordinasi 
dengan instansi terkait. Namun, upaya seperti penggunaan teknologi informasi dan pelatihan teknis telah mulai 
diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Temuan ini memberikan kontribusi baru dalam 
memahami peran APIP dalam konteks pengawasan lokal, khususnya pada program bantuan sosial. Penelitian ini 
merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM APIP melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan koordinasi 
lintas sektor, dan optimalisasi teknologi informasi dalam proses pengawasan. 

Kata Kunci: peran pengawasan; bantuan sosial; inspektorat daerah; akuntabilitas  

 

PENDAHULUAN  

Program bantuan sosial merupakan instrumen vital dalam upaya pemerintah mengurangi kemiskinan dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kompleksitas pelaksanaan program ini sering kali 
menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyelewengan oleh aparat dan kualitas bahan pangan yang tidak 
sesuai standar (Sururama & Amalia, 2020). Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program 
jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah yang sangat peduli terhadap kondisi 
masyarakat yang miskin dan terlantar di tingkat bawah. 

Fenomena pemberian bantuan sosial kepada masyarakat pertama kali dilakukan pada era pemerintahan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggunakan istilah BLT, Bantuan Langsung Tunai yang pertama 
kalinya dimulai pada 2005 (Iswanto, 2023). Namun pada implementasinya, program bantuan sosial yang sudah 
berjalan selama 20 tahun terakhir banyak ditemukan penyelewengan. Penyelewengan tersebut mencakup 
berbagai bentuk, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, manipulasi data penerima manfaat, hingga 
penyalahgunaan dana oleh oknum tertentu, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program dalam 
membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan (Latif & Pangestu, 2022). Bantuan sosial sebagai salah 
satu bentuk program perlindungan sosial bagi masyaraat yang miskin dan rentan untuk melindungi mereka 
dalam memperoleh kesejahteraan. 

Menurut Ubaidi Saleh (2020), program perlindungan sosial memiliki berbagai bentuk program yang telah 
diterapkan di Indonesia saat ini, diantaranya adalah jaminan sosial, bantuan sosial, jaring pengaman sosial dan 
bantuan pemerintah lainnya. 

Tabel 12 Jenis Perlindungan Sosial di Indonesia 
Jenis Perlindungan Sosial Program 

Jaminan Sosial  1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 
2. Jaminan keselamatan kerja; 
3. Jaminan pensiun. 

Bantuan Sosial 1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 
2. Program Keluarga Harapan; 
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 
4. Kartu Indonesia Pintar. 
5. Kartu Indonesia Sehat (KIS) 

Jaring Pengaman Sosial Bantuan sosial insidental  
Program pemerintah lainnya 1. Subsidi Listrik; 

2. Subsidi LPG; 
3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE); 
4. Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Sumber: Ubaidi Saleh (2020) 

Selain itu, (Pickens et al., 2009) membagi transfer sosial yang dilakukan di banyak negara di dunia meliputi: 
(1) Conditional cash transfer (CCT), yaitu pembayaran yang diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah 
dengan syarat penerima bantuan harus melakukan investasi kesehatan dan pendidikan, seperti mengirim anak 
bersekolah dan memberi imunisasi atau vaksin kepada anak; (2) Unconditional cash transfer, yaitu pembayaran 
yang diberikan kepada penerima manfaat yang ditargetkan tanpa syarat khusus; (3) Workfare transfer, yaitu 
pembayaran untuk program-program penciptaan lapangan kerja yang bertujuan mengurangi pengangguran dan 
membantu masyarakat agar memiliki pendapatan yang lebih stabil. 
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Sebagai salah satu program CCT, bantuan sosial haruslah diawasi oleh berbagai pihak, hususnya aparatur 
pengawas internal pemerintah (APIP). Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah 
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama), Inspektorat Pemerintah 
Propinsi, dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota (A. S. Putri & Budisusetyo, 2024). Pengawasan yang 
terintegrasi ini bertujuan untuk meminimalkan risiko penyimpangan dan meningkatkan transparansi dalam 
pelaksanaan program bantuan sosial. 

APIP, sesuai dengan tugas dan fungsinya, bertanggung jawab melakukan audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah 
(Herlina et al., 2023). Peran ini mencakup pemberian peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen 
risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 
Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada 
lampirannya ditetapkan kegiatan pengawasan APIP sebagai berikut: 
1. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi: 

a. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif; 
b. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice); dan 
c. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen risiko. 

2. Kegiatan asistensi atau pendampingan, meliputi: 
a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran; 
b. pengadaan barang dan jasa; 
c. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; 
d. pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan 
e. kegiatan asistensi lainnya. 

3. Kegiatan reviu, meliputi: 
a. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 
b. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
c. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
d. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 
e. reviu laporan kinerja; 
f. reviu penyerapan anggaran; 
g. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan 
h. kegiatan reviu lainnya. 

Regulasi tersebut merupakan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah pada tahun 2019. Regulasi ini mengatur berbagai kegiatan pengawasan yang dilakukan 
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang mencakup peningkatan kapasitas, asistensi atau 
pendampingan, serta reviu berbagai dokumen dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Tujuan dari regulasi ini 
adalah untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan daerah, 
serta mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penerapan sistem manajemen risiko dan pendampingan 
teknis. Namun, dalam praktiknya, APIP menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya 
manusia dan kapasitas teknis, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. 

Kabupaten Tuban, sebagai salah satu daerah yang menerima alokasi bantuan sosial signifikan, tidak luput 
dari permasalahan dalam penyaluran bantuan. Kasus dugaan penyelewengan bantuan sosial di Tuban yang 
masih dalam proses investigasi oleh Inspektorat Kabupaten Tuban dan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) Jawa Timur menunjukkan adanya potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan 
(Irqam, 2021). Menteri Sosial Tri Rismaharini, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Tuban, mengungkapkan 
ketidakpuasan yang mendalam setelah menemukan bahwa Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) hanya dicairkan 
selama dua bulan kepada penerima di Kelurahan Sendangharjo, meskipun seharusnya dicairkan untuk jangka 
waktu tiga bulan (M. Putri, 2021). Selain itu, ditemukan pula indikasi politisasi bantuan sosial dalam konteks 
Pemilu dan Pilkada 2024, yang berpotensi merugikan integritas program tersebut (Bawaslu Kabupaten Tuban, 
2024). Hal ini menekankan urgensi penguatan peran APIP dalam mengawasi program bantuan sosial di tingkat 
daerah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran APIP dalam pengawasan program bantuan sosial di 
Kabupaten Tuban, dengan fokus pada implementasi, kendala, dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh 
Inspektorat Kabupaten Tuban. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk 
meningkatkan kinerja APIP dalam mengawal penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan bebas dari 
penyimpangan. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara 
mendalam peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program bantuan sosial di 
Inspektorat Kabupaten Tuban. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif tentang mekanisme 
pengawasan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. 
Lokasi penelitian ditetapkan di Inspektorat Kabupaten Tuban karena relevansinya sebagai instansi pengawas 
internal yang bertanggung jawab terhadap pengawasan program bantuan sosial di wilayah tersebut. Data dalam 
penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara 
purposive sampling, mencakup Kepala Inspektorat, auditor, staf Inspektorat, serta pihak terkait seperti 
perangkat desa dan penerima manfaat. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak 
yang terlibat, observasi dilakukan untuk mengamati proses pengawasan di lapangan, sedangkan dokumentasi 
mencakup laporan pengawasan, regulasi, dan panduan teknis terkait program bantuan sosial.  

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member 
checking untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan. Penelitian ini juga mematuhi etika penelitian, 
seperti meminta izin resmi, menjaga kerahasiaan informan, dan memastikan data digunakan sesuai tujuan 
penelitian. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 
kebijakan pengawasan yang lebih efektif dan transparan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan peran APIP berdasarkan 
Permendagri No. 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
meliputi Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, Kegiatan asistensi atau pendampingan dan kegiatan reviu. 

A. Peningkatan Kapasitas APIP 

Peningkatan kapasitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan langkah strategis dalam 
memperkuat efektivitas pengawasan terhadap program bantuan sosial. Upaya ini dapat dilakukan melalui 
pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Selain itu, 
penguatan kapasitas juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengawasan berbasis digital 
untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses pengawasan. Sebagai bagian dari upaya peningkatan 
kapasitas, kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil menjadi 
penting untuk memperkaya perspektif (Iswanto et al., 2024). Dukungan regulasi yang memadai juga diperlukan 
agar APIP memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam melaksanakan tugas pengawasannya. 

Inspektorat Kabupaten Tuban telah memberikan dukungan nyata dalam upaya peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan serta pelatihan bagi 
pegawainya. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk mendukung kegiatan tersebut, 
yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi mereka, sehingga 
dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel. 

Tabel 2 Program, Kegiatan, Indikator dan Anggaran Diklat Inspektorat 2024 
Program Kegiatan Indikator Jumlah Anggaran (Rp.) 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

75 Pegawai 248.830.510 

Sumber: Pemerintah Kabupaten Tuban (2024) 

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.248.830.510,- 
untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, khususnya dalam kegiatan pendidikan 
dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan 
kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsi mereka. Indikator 
keberhasilan kegiatan ini adalah jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan, yang ditargetkan sebanyak 75 
pegawai. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber daya manusia 
untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan secara profesional, efektif, dan efisien. 

Kegiatan ini dilakukan guna mewujudkan pengawasan yang lebih komprehensif. Hal ini seauai dengan 
pernyataan saudara S selaku Inspektur Pembantu Investigasi sebagai berikut: “sejauh ini (pengawasan) sudah 
dilaksanakan dengan baik mas, seluruh bansos kita awasi. Kita lihat kinerja dari dinas terkait”. Pernyataan 
tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat telah berjalan dengan baik, dengan 
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fokus yang jelas pada program-program yang memiliki dampak signifikan, seperti bantuan sosial (bansos). 
Dengan menyebutkan bahwa pengawasan mencakup seluruh bansos dan melibatkan evaluasi kinerja dari dinas 
terkait, pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara rutin, tetapi juga 
dengan pendekatan yang komprehensif. 

Pada implementasinya, banyak ditemukan kasus penggelapan dana bantuan sosial di Kabupaten Tuban. 
Diperlukan peningkatan kualitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab sebagai petugas pengawasan, agar 
mereka memiliki kompetensi yang tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan menuju sistem pemerintahan yang 
lebih efektif dan efisien (Polidu et al., 2020). Diperlukan program pengembangan kapasitas yang relevan, seperti 
kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan internal pemerintah serta kompetensi teknis audit 
internal, yang sesuai dengan persyaratan untuk melaksanakan penugasan pengawasan internal secara efektif 
(Yuliawati et al., 2023). 

Kegiatan pengembangan kapasitas seharusnya tidak hanya dilaksanakan untuk pegawai Inspektorat, tetapi 
juga melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk perangkat daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi 
masyarakat sipil. Pendekatan kolaboratif ini sangat penting agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih 
komprehensif dan efektif dengan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya memperkaya wawasan dan 
keterampilan yang dimiliki oleh pegawai Inspektorat, tetapi juga memperkuat sinergi dalam mengidentifikasi dan 
menyelesaikan masalah pemerintahan (Iswanto et al., 2024). Selain itu, kolaborasi ini dapat menciptakan 
mekanisme pengawasan yang lebih terbuka, transparan, dan partisipatif, serta mengoptimalkan penggunaan 
sumber daya yang tersedia untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Dengan demikian, pengembangan kapasitas yang dilakukan secara kolaboratif akan lebih berkelanjutan dan 
memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. 

B. Kegiatan Asistensi atau Pendampingan 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya tata 
kelola pemerintahan yang baik melalui kegiatan asistensi atau pendampingan. Kegiatan ini bertujuan untuk 
memberikan bimbingan, arahan, dan solusi kepada perangkat daerah agar dapat melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pendampingan yang 
dilakukan oleh APIP mencakup berbagai bidang, antara lain penyusunan dokumen perencanaan dan 
penganggaran untuk memastikan keselarasan dengan prioritas pembangunan, serta kepatuhan terhadap 
peraturan (Santi, 2019). Selain itu, pendampingan juga diberikan dalam proses pengadaan barang dan jasa guna 
memastikan pelaksanaannya sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus 
meminimalisir risiko penyimpangan. 

Tabel 3 Program, Kegiatan, Indikator dan Anggaran Asistensi atau Pendampingan Inspektorat 2024 
Program Kegiatan Indikator Jumlah Anggaran 

(Rp.) 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi yang tersusun 

9 Dokumen 71.664.550 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
yang disediakan 

26 Unit 5.755.820.627 

Sumber: Pemerintah Kabupaten Tuban (2024) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Tuban telah mengalokasikan 
anggaran untuk mendukung program asistensi atau pendampingan dalam rangka menunjang urusan 
pemerintahan daerah. Dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 
dialokasikan anggaran sebesar Rp.71.664.550,- untuk menyusun sebanyak 9 dokumen perencanaan, 
penganggaran, dan evaluasi. Selain itu, untuk kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp.5.755.820.627,- guna menyediakan 26 unit barang 
milik daerah yang diperlukan. Alokasi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam 
mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, serta memastikan ketersediaan sarana 
dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja perangkat daerah. 

Dalam rangka pengawasan bansos, perencanaan sampai dengan pelaksanaan pengawasan harus dilakukan 
secara terencana, transparan, dan akuntabel.  hal ini sesuai dengan pernyataan Ahmad Alamsyah Saragih selaku 
anggota Ombudsman RI sebagai berikut: 
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“Dalam diskusi-diskusi virtual sejak awal kami ingatkan bansos pangan sebaiknya 
menggunakan pendekatan digital. Pemerintah sekarang sering melupakan proses, 
transparansi, dan akuntabilitas. Terlalu yakin dan hanya mengejar hasil. Dalam penerapan 
seharusnya tidak boleh asal-asalan” 

Sumber: Fuad (2020) 

Pernyataan di atas menekankan bahwa pengawasan terhadap program bantuan sosial (bansos) harus 
dilakukan secara terencana, transparan, dan akuntabel untuk memastikan pelaksanaan yang tepat sasaran dan 
bebas dari penyimpangan. Ahmad Alamsyah Saragih juga menggarisbawahi pentingnya proses yang tidak boleh 
diabaikan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas, serta perlunya pendekatan digital untuk 
meningkatkan efisiensi dan mencegah praktik asal-asalan dalam implementasi bansos.  Hal ini sejalan dengan 
penelitian terdahulu yang menyatakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan 
sosial (Hariandja & Budiman, 2021; Iswanto, 2021; Tondi, 2023). Mereka menemukan bahwa kurangnya 
pengawasan dan audit dapat menurunkan transparansi dan akuntabilitas program bansos, sehingga diperlukan 
perbaikan rutin serta keterbukaan data penerima untuk memastikan alur penerimaan bansos tidak menjadi 
masalah di kemudian hari. 

C. Kegiatan Reviu 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam memastikan kualitas tata 
kelola pemerintahan melalui kegiatan reviu yang bertujuan untuk menilai kesesuaian dokumen, laporan, dan 
pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Kegiatan reviu 
oleh APIP mencakup berbagai aspek, di antaranya adalah reviu terhadap Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan visi, misi, dan prioritas 
pembangunan daerah. Selain itu, dilakukan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menilai 
keselarasan perencanaan tahunan dengan RPJMD, serta memastikan cakupan kebutuhan pembangunan. 

Tabel 4 Program, Kegiatan, Indikator dan Anggaran Kegiatan Reviu Inspektorat 2024 
Program Kegiatan Indikator Jumlah Anggaran (Rp.) 

Program 
Penyelenggaraan 
Pengawasan 

Penyelenggaraan Pengawasan Internal 
Sub-Kegiatan: 
1. Pengawasan Kinerja Pemda 
2. Pengawasan Keuangan Pemda 
3. Reviu Laporan Kinerja 
4. Reviu Laporan Keuangan 
5. Pengawasan desa 
6. Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut 
7. Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP 

Persentase 
rekomendasi 
temuan hasil 
pengawasan APIP 
yang di 
tindak lanjuti (%) 

90 (%) 917.568.000 

Sumber: Pemerintah Kabupaten Tuban (2024) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa program Penyelenggaraan Pengawasan yang dilaksanakan oleh 
Inspektorat memiliki fokus pada berbagai kegiatan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas 
dan transparansi pemerintahan daerah. Kegiatan ini mencakup pengawasan kinerja pemerintah daerah, 
pengawasan keuangan pemerintah daerah, serta reviu laporan kinerja dan laporan keuangan. Selain itu, kegiatan 
pengawasan juga mencakup pengawasan desa, monitoring dan evaluasi tindak lanjut, serta pemantauan 
terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan APIP. Indikator keberhasilan program ini 
diukur melalui persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti, dengan target 
sebesar 90%. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp.917.568.000,-. Data 
ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan internal guna 
memastikan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. 

Pengawasan haruslah dilaksanakan secara rutin dan berkala untuk dapat mengetahui proggres. 
pelaksanaan kegiatan serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan S selaku Inspektur Pembantu Investigasi sebagai berikut: 

“untuk pengawasan yang dilakukan inspektorat melalui pengawasan rutin mas. 
Pengawasan ini dilakukan oleh Irban pembinaan dan pengawasan masing-masing wilayah. 
Kalau ada kasus ataupun permasalahan yang diadukan ke kami itu baru wewenang saya 
sebagai irban investigasi. Untuk melihat secara detail bagaimana permasalahan yang terjadi” 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengawasan oleh inspektorat dilakukan secara rutin oleh 
Inspektur Pembantu (Irban) pembinaan dan pengawasan di masing-masing wilayah. Apabila terdapat kasus atau 
permasalahan yang diadukan, maka hal tersebut menjadi wewenang Irban investigasi untuk menganalisis secara 
mendalam permasalahan yang terjadi. Hal ini menunjukkan pentingnya pembagian tugas yang jelas antara Irban 
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pembinaan dan pengawasan dengan Irban investigasi dalam memastikan efektivitas fungsi pengawasan 
inspektorat. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya peran Inspektorat Daerah 
sebagai pengawas internal pemerintah daerah yang mengungkapkan bahwa Inspektorat Daerah melaksanakan 
pengawasan melalui pemeriksaan pada objek pemeriksaan, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, 
dan tindak lanjut (Juansa, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan 
internal sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. 

Disisi lain, Inspektorat Daerah harus menjalankan peran pengawasan melalui kegiatan penjaminan kualitas 
dan konsultasi. Namun adanya keterbatasan yang dimiliki juga berpengaruh seperti keterbatasan waktu 
pemeriksanaan dan rasio SDM yang kurang sehingga proses pengawasan belum berjalan optimal (Maulana, 
2021; Rahmawati & Suwardi, 2023). Keterbatasan ini menyebabkan Inspektorat Daerah kesulitan dalam 
melakukan pengawasan yang menyeluruh, sehingga beberapa aspek penting dalam pengawasan, seperti 
pemantauan terhadap efektivitas program dan tindak lanjut temuan, menjadi terhambat (Prawira & Misra, 
2024). Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM dan mengoptimalkan waktu yang 
tersedia agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

 

KESIMPULAN 

Peran APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Permendagri No. 35 
Tahun 2018 telah mencakup tiga aspek utama, yaitu peningkatan kapasitas APIP, kegiatan asistensi atau 
pendampingan, dan kegiatan reviu. Peningkatan kapasitas APIP menjadi langkah strategis untuk memperkuat 
pengawasan, khususnya terhadap program bantuan sosial, melalui pendidikan, pelatihan, serta pemanfaatan 
teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Tuban telah menunjukkan komitmennya melalui alokasi anggaran 
signifikan untuk pelatihan pegawai. Namun, kasus penggelapan dana bantuan sosial yang masih terjadi 
menegaskan perlunya pengawasan yang lebih komprehensif dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak. 
Pada aspek asistensi, APIP memberikan bimbingan dalam bidang perencanaan, penganggaran, dan pengadaan 
barang untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Meski demikian, pelaksanaan pengawasan 
memerlukan pendekatan digital agar lebih efisien dan dapat meminimalkan penyimpangan. Sementara itu, 
kegiatan reviu oleh APIP difokuskan pada pengawasan kinerja, laporan keuangan, dan program pemerintah 
dengan target tindak lanjut temuan mencapai 90%. Pengawasan yang dilakukan secara rutin telah 
mencerminkan komitmen pemerintah daerah, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan SDM dan 
waktu yang menghambat optimalisasi pengawasan. 

Untuk itu, disarankan agar kapasitas SDM APIP ditingkatkan melalui pelatihan teknis, sertifikasi, dan 
pemanfaatan teknologi informasi, serta melibatkan pihak eksternal, seperti akademisi dan organisasi masyarakat 
sipil, untuk memperkaya perspektif. Selain itu, pendekatan digital, seperti sistem berbasis data terbuka, perlu 
diadopsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengawasan program bantuan 
sosial. Pemerintah juga perlu memperkuat kolaborasi antara inspektorat, perangkat daerah, dan masyarakat sipil 
untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang partisipatif dan berkelanjutan. Di sisi lain, keterbatasan SDM 
dan waktu pengawasan perlu diatasi dengan menambah pegawai kompeten serta alokasi waktu yang lebih 
proporsional untuk pengawasan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan oleh APIP dapat 
berjalan lebih efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari 
penyimpangan. 
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